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AKHIRNYA, kepastian soal haiji ti-
ba juga. Secara tegas, Menteri Aga-
ma Fahrul Rozi sudah mengumum-
kan bahwa tahun 2020 ini Indonesia
tidak memberangkatkan jemaah haji
ke Tanah Suci. Sebab sampai saat
ini masih terjadi wabah pandemi
Covid-19 dan belum ada keputusan
dari Pemerintah Arab Saudi. Peng-
umuman tersebut disertai keluamya
Peraturan Menteri Agama (PMA) No
494 tahun 2020 tentang Pembatalan
Keberangkatan Jemaah Haji pada
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1441 H/2020 M.

Kecewa, tentu saja menerpa para
calon haji yang mestinya berangkat
tahun ini. Sebab mereka sudah

maupun batin. Tentu saja dampak-
nya juga dirasakan para calon haji
keberangkatan tahun-tahun berikut-
nya, sebab keberangkatan mereka
juga jadi mundur. Daftar tunggu antri-
an haji (waiting list) juga semakin
panjang.

Namun kekecewaan tersebut se-
gera terobati kalau menyadari se-
mua itu demi kemaslahatan para je-
maah sendiri. Sebab keputusan ini
diambil demi keselamatan, kesehat-
an dan kenyamanan para jemaah
sendiri, mulai dari pra keberangkatan
sampai kepulangan kembali di tanah
air. Artinya, kalau tetap memberang-
katkan haji mempunyai risiko berat

bagi banyak orang. Kalau saja nanti-
nya Arab Saudi memutuskan untuk
membuka untuk haji, misalnya, wak-
tu untuk melakukan persiapan juga
sudah tidak memungkinkan, meng-
ingat banyak hal yang harus dipersi-
apkan untuk memindahkan orang
banyak dari negara Indonesia ke ne-
gara lain dan nantinya memu-
langkannya ke tanah air.
Sebagaimana kita ketahui, pande-
mi Covid-19 sampai saat ini belum
mereda di berbagai negara, terma-
suk di Indonesia dan Arab Saudi.
Memang Pemerintah Arab Saudi su-
dah melonggarkan jam malam serta
membuka masjid di semua kota, ke-
cuali Masjidil Haram di Makkah, na-
mun jemaah yang memasuki mas-
jid-masjid di sana harus mematuhi
protokol kesehatan, antara lain diter-
apkan physical distancing saat salat,
sehingga jarak antara satu jemaah
dengan jemaah lain sekitar 1 meter.
Penerapan physical distancing di
masjid-masjid ini tampaknya juga
masih akan berlangsung hingga be-
berapa bulan ke depan, termasuk

melakukan berbagai persiapan, lahir

dan bisa mendatangkan madharat

| Haji 2020 Ditunda, Ambil Hikmahnya! |

saat puncak haji akhir Juli hingga
awal Agustus mendatang. Karena itu
diprediksi, pada musim haji tahun ini
Arab Saudi tidak menerima keda-
tangan jemaah haji dari berbagai ne-
gara seperti biasanya. Sebab kalau
itu dilakukan, protokol kesehatan
physical distancing akan sulit di-
lakukan. Karena dipastikan akan ter-
jadi desak-desakan massa di ba-
nyak titik, misalnya di Raudhah dan
pintu masuknya (di Masjid Nabawi
Madinah), di sekitar Ka’bah, saat
lempar jumrah dan perjalanan pu-
lang pergi, maupun pada saat-saat
jemaah berebut naik bus. Dengan
begitu, kalau ada satu saja orang
yang membawa virus Korona, maka
akan sangat mudah menyebar ke
mana-mana.

Belum lagi dengan ketentuan di-
lakukannya karantina 14 sebelum
keberangkatan dan 14 hari setiba di
Tanah Suci. Dengan begitu akan
memperpanjang masa perjalanan
haji. Dampaknya, akan terjadi lon-
jakan anggaran, antara lain untuk
akomodasi dan konsumsi. Kalau
anggaran tersebut dibebankan
kepada jemaah pasti akan banyak
yang merasa keberatan. Sedang
kalau dibebankan kepada Badan
Pengelola Keuangan Haiji (BPKH),
pasti mesti harus melalui pemba-
hasan panjang dengan DPR R,
karena pasti akan dilakukan penghi-
tungan secara cermat dan teliti.

Jadi, menunda pemberangkatan
jemaah haji 2020 kiranya meru-
pakan keputusan yang realistis dan
logis. Karena itu tidak ada kata lain
bagi jemaah calon haji Indonesia se-
lain menerima keputusan ini dengan
lapang dada. Pasti banyak hikmah
dari mematuhi keputusan ini. Untuk
itu, para calon haji mesti mengambil
hikmahnya. Antara lain mereka men-
jadi semakin mempunyai banyak
waktu dalam melakukan persiapan,
khususnya dalam penguasaan ma-
teri manasik haiji.

Sambil menunggu pelaksanaan
haji 2020, kiranya para calon haji ju-
ga perlu terus melakukan persiapan
baik secara psikis maupun fisik.
Misalnya terus menjaga kesehatan
dengan menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS). Selain itu
tentu saja mesti tak henti-hentinya
berdoa kepada Allah SWT semoga
pandemi Covid-19 segera berakhir,
dan kehidupan bisa normal lagi se-
perti sedia kala. Dengan ikhtiar dan
doa yang tulus, kita yakin akan dik-
abulkan Allah SWT. (-0

hun anggaran negara saat itu 1

anggaran keuangan negara (1

sering terjadi ketidaksinkronan.

belum seperti yang diharapkan.

April sampai dengan 30 Maret ta-
hun berikutnya. Kondisi saat ini
tidak jauh berbeda terkait perbe-
daan tahun anggaran pendidikan
(1 Juli A 30 Juni), sedang tahun

Januari i 31 Desember). Dengan
perbedaan tersebut pengelolaan
keuangan pendidikan di lapangan

Kondisi saat ini di mana Indone-
sia masih berkonsentrasi dengan
penyelesaian masalah pandemi
Covid-19, meski berbagai cara
telah ditempuh namun hasilnya

Khususnya dunia pendidikan,
ada daerah yang KBM tetap
berlangsung karena di wilayah
tersebut tidak terdampak Covid-19,
sementara di sejumlah wilayah dari
pendidikan dasar sampai pen-
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Tunda Tahun Ajaran Baru

PADA 1977/1978 tahun ajaran
pendidikan di Indonesia ‘diundur’
satu semester. Salah satu alasan-
nya adalah penyesuaian tahun
anggaran pendidikan dengan ta-

dikirim ke kantor

didikan tinggi diterapkan belajar
dari rumah. Belajar dari rumah
belum bisa disamakan dengan
pendidikan tatap muka, apalagi ba-
gi mata pelajaran tertentu yang me-
nuntut praktikum dan sebagainya.
Ada wacana pendidikan akan
dibuka kembali pada awal bulan
Juli 2020, banyak orangtua yang
mengkhawatirkan keselamatan ji-
wa putra-putrinya. Jangan-jangan
dengan pembelajaran tatap muka
justru penularan Covid-19 semakin
merajalela, sehingga muncul
Covid-19 gelombang kedua.
Dengan pertimbangan, pertama,
penyesuaian tahun anggaran dan
kedua, kondisi pandemi Covid-19
yang belum tahu sampai kapan
berakhir, maka saya usulkan kepa-
da Bapak Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan untuk dapat menunda
tahun ajaran baru ke Januari-
Desember, seperti yang pemah ka-

mi  alami sebelum tahun
1977/1978. 0-o0

Drs Puji Suharjaka

Guru SMAN 7 Yogya.

Bijak Sikapi Pembatalan Haji

KESALEHAN sosial banyak macam-
nya di era pandemi Covid-19. Menjaga
jarak fisik atau physical distancing bisa
disebut sebagai salah satunya. Masalah-
nya, uoaya ini dapat memutus penularan
virus korona yang terbukti dapat menye-
bar dengan sangat cepat.

Dalam kaidah fikih ada ungkapan la
dharara wala dhirara. Kita tidak boleh
mencelakakan orang dan kita juga tidak
boleh dibuat celaka oleh orang. Sementara
di negara kita, dikenal pula asas salus
populi suprema lex esto atau keselamatan
rakyat merupakan hukum tertinggi’. Asas
inilah yang juga mendasari Mak-
lumat Kapolri terkait pencegahan
Covid-19.

Beberapa hal di atas, juga tak kun-
jungnya kepastian sikap dari Arab
Saudi, membuat Pemerintah RI
melalui Menteri Agama Jenderal
(Purn) Fachrul Razi memutuskan
tidak akan memberangkatkan je-
maah haji Indonesia tahun ini.
Sebuah keputusan sulit, pahit dan be-
rat. Empati terdalam kita memahami
perasaan calon jemaah yang telah
menyiapkan segala. Namun kesela-
matan jiwa menjadi yang utama.

Kajian Sejarah

Kementerian Agama tentu tidak
gegabah memilih opsi ini. Berdasar
kajian sejarah yang dilakukan, dida-
pat fakta penyelenggaraan ibadah ha-
ji pada masa terjadinya wabah menu-
lar, telah mengakibatkan tragedi ke-
manusiaan. Tak tanggung-tanggung, pu-
luhan ribu jemaah menjadi korban.

Seperti diberitakan KR (3/6/2020),
tragedi tahun 1814 misalnya, saat terjadi
wabah Thaun. Tahun 1892 wabah kolera
dan 1987 wabah meningitis. Jauh se-
belum masa ini, seperti dalam analisis
Staf Ahli Menag yang juga Juru Bicara
Kemenag Prof Oman Fathurrahman
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Bramma Aji Putra

(2020), menyebut jika sejarawan
Badruddin Mahmud al-’Ayni (w. 1451) da-
lam karyanya, Iqd al-juman fi Tarikh ahl
al-zaman, melaporkan, penyebaran
wabah di Makkah pada musim haji 749
H/1348-1349 M menyebabkan sejumlah
besar jemaah haji bergelimpangan.

Kita juga tidak boleh menutup fakta se-
jarah, yakni ketika usia Republik baru se-
umur jagung, tepatnya pada 1947, Menag
Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan

Maklumat Kemenag Nomor 4/1947 ten-
tang Penghentian Ibadah Haji di Masa
Perang. Maklumat ini, salah satunya di-
dasari fatwa Hadratusy Syaikh KH
Hasyim Asy’ari pada 20 April 1946 yang
menyampaikan orasi lewat radio, bahwa
berangkat haji tahun itu hukumnya
haram karena kemerdekaan bangsa
sedang terancam direbut kembali penja-

jah Belanda dan perjalanannya tidak
aman (Goksoy, 1998).
Pandangan Ormas
Lalu bagaimana pandangan ormas
Islam? Pimpinan Pusat Muhammadiyah
melalui Sekretaris Umum Abdul Mu'ti me-
nilai pembatalan haji oleh pemerintah se-
bagai langkah yang tepat di tengah situasi
wabah Covid-19. Menurutnya, pertim-
bangan syariat juga memberi ruang pem-
batalan berangkat karena syarat haji
harus aman selama perjalanan. Senada,
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
melalui Wakil Sekjen Andi Najmi Fuad ju-
ga menyebut, keputusan pemerintah
membatalkan pemberangkatan jema-
ah calon haji tahun 2020 sudah tepat.

Pandangan kedua ormas Islam
terbesar di Indonesia ini agaknya
mampu menjadi representasi pendap-
at kaum muslim negeri ini. Bersama
pemerintah, pendapat NU dan
Muhammadiyah dapat meminimalisir
potensi riak gejolak yang ada.

Maka mari kita bijak sikapi batalnya
keberangkatan jemaah haji tahun ini.
Jangan sampai ada pihak manapun
yang keliru memahami apalagi terke-
san provokatif atas kebijakan pemerin-
tah yang membatalkan pem-
berangkatan jemaah haji Indonesia.
Karena sekali lagi, opsi sulit ini terpak-
sa ditempuh demi keamanan dan kese-
lamatan jiwa jemaah haji Indonesia.

Kita langitkan doa. Agar segenap
calon jemaah haji yang sedianya be-

rangkat tahun ini tetap diberi umur pan-
jang dan terlimpah kesehatan sehingga
dapat menunaikan ibadah agung ini pada
waktu yang akan datang. (-0
*) H Bramma Aji Putra Skoml,
Pranata Humas Kantor Wilayah Kemente-
rian Agama DIY, Sekretaris Pengurus Wila-
yah Forum Komunikasi Alumni Petugas
Hayji Indonesia (FKAPHI) DIY

Likuiditas dan Bank Jangkar

BANK mulai dihantui permasalahan
likuiditas akibat dari restrukturisasi kre-
dit. Memang restrukturisasi ini hanya di-
tujukan untuk kredit dibawah Rp 10 mi-
liar, tapi bila diakumulasi, tentunya akan
menjadi beban bagi bank yang memiliki
keterbatasan dana. Pelonggaran yang di-
tuangkan dalam Peraturan OJK No.
11/POJK.03/2020 di satu sisi memang
akan menjaga kualitas aset perbankan, ta-
pi biaya restrukturisasi itu akan me-
nambah beban bank dan dapat menggang-
gu likuiditas. Restrukturisasi kredit/pem-
biayaan dilakukan dengan cara pe-
nurunan suku bunga, perpanjangan jang-
ka waktu, pengurangan tunggakan pokok,
pengurangan tunggakan bunga, penam-
bahan fasilitas kredit dan konversi kredit
menjadi penyertaan modal sementara.

Bank Indonesia justru tidak mengkha-
watirkan masalah likuiditas ini. Menurut
Gubernur BI, perbankan saat ini memiliki
SBN (surat berharga negara) senilai Rp
886 triliun atau berkisar 16,4% dari total
dana pihak ketiga (DPK). Dari total terse-
but, terdapat Rp 563,6 triliun SBN yang
bisa direpokan oleh perbankan kepada BI
sekaligus mendorong restrukturisasi kre-
dit UMKM.Dengan jumlah yang besar
tersebut, perbankan masih memiliki ruang
likuiditas yang masih sangat longgar jika
surat berharga tersebut direpokan.

Ancaman

Akankah semua bank dapat menggu-
nakan SBN sebagai instrumen untuk
menyelesaikan ancaman likuiditasnya?
Tentunya hanya bank yang memiliki SBN,
dan sesuai ketentuan, jumlahnya harus
sebesar 6% dari dana pihak ketiga (DPK).
Bila bank tidak memiliki SBN yang cukup,
bank masih bisa berharap dari pemerintah
untuk menempatkan dana. Tapi sekali la-
gi, penempatan ini hanya akan diberikan
pada bank peserta bila SBN-nya mencapai
atau mendekati 6 persen DPK.

Pemerintah menambah kewenangan BI
untuk memberikan pinjaman likuiditas
jangka pendek atau pembiayaan likuiditas
jangka pendek berdasarkan prinsip syari-
ah melalui Perpu No 1 tahun 2020, hen-
daknya ini tidak menjadi tumpuan utama
bagi bank untuk mengatasi likuiditas.

Suparmono

Ditilik dari sejarah, pinjaman likuiditas ini
akan lebih banyak memunculkan masa-
lah. Masalah itu terkait dengan kemam-
puan dan penyimpangan dalam penggu-
naannya. Tentunya masih sangat lekat da-
lam ingatan kita, bagaimana carut marut-
nya mega skandal BLBI yang terjadi di ne-
geri ini. Bukan hanya negara yang
dirugikan, tapi parahnya nasabahpun
menjadi korban yang harus menanggung
kecurangan ini.

Polemik tidak berhenti sampai disini.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK) akan membentuk bank peserta
atau bank jangkar yang masuk dalam pro-
gram Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). Bank jangkar akan menerima pe-
nempatan dana pemerintah untuk me-
nangani masalah likuiditas perbankan
yang melakukan restrukturisasi kredit,
pembiayaan atau memberikan tambahan
kredit. Penempatan dana pemerintah ini
akan dijamin oleh LPS untuk menjamin
keamanannya.

Pemerintah menunjuk bank yang be-
raset besar untuk menjadi bank jangkar
(anchor bank). Saat ini terdapat 15 bank
yang akan dijadikan bank jangkar. Bank
jangkar akan meminta special purpose
kepada bank peserta yang nantinya bisa
melakukan verifikasi jaminan, adminis-

dan dana yang ada di bank pelaksana.
Dalam kondisi tertentu, apabila bank pe-
laksana tidak bisa memenuhi kewajiban
saat jatuh tempo, Bank Indonesia dapat
mendebit rekening giro bank pelaksana
dan kemudian dibayarkan kepada bank
peserta.

Bank jangkar dalam hal ini yang juga se-
bagai pemain dalam dunia perbankan ber-
peran ganda. Disatu sisi sebagai mana
bank peserta dalam industri perbankan,
bank jangkar juga dipaksa menjadi wasit
yang harus menilai kondisi bank yang
akan mengajukan kebutuhan likuiditas.
Kondisi ini memang rumit, pandemi meng-
akibatkan kesulitan pelaku usaha dalam
menjalankan bisnisnya, terutama UMKM.
Kesulitan ini berdampak pada kemam-
puan keuangan pelaku usaha untuk me-
menuhi kewajiban kredit pada perbankan.
Pemerintah hadir untuk menolong pelaku
usaha, terutama UMKM yang memiliki
kredit dibawah Rp 10 miliar untuk dire-
strukturisasi. Restrukturisasi ini mau
tidak mau akan berdampak pada kondisi
likuiditas lembaga keuangan bank mau-
pun non bank. Penyelesaian masalah
likuiditas perbankan diselesaikan pemerin-
tah melalui skema penempatan dana
melalui bank peserta dan pelaksana. (-0

*) Dr Suparmono MSi, Ketua STIM
YKPN Yogyakarta, Peneliti Senior Sinergi
Consulting dan Pengurus ISEI DIY.

trasi jaminan, penagihan
dan collection jika kredit
macet. setelah melakukan
penelaahan proposal dari
bank pelaksana, bank pe-
serta bisa mengajukan pe-
nempatan dana kepada
Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan ke-
mudian meminta assess-
ment dari OJK terkait sta-
tus bank pelaksana.
Mediasi

Lalu bagaimana peranan
Bank Indonesia dalam
melakukan mediasi antara
dana milik pemerintah,
dana milik bank peserta,
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